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Menirnbang a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Perahnan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS,

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraruran Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 20A7, tentang Perubahan atas Peraturan lvlenteri Dalam Negen

Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedonian Pengelolaan Keuangan Daeratr,

khususnya dalam Pengelolaan Keuangan yang menjadi tanggung jawab Kepala

Satuan Keqa Perangkat Daerah atau Porggunaan Anggaran/Pengguna Barang

Daerah, perlu menunjuk pejabat pelaksana Teknis Kegiatan, pejabat

Penatauahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Harian Kas Daeratr, pembantu

Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Pembanru Bendahara penerimaan,

Pernbantu Bendahara Pengeluaraq Pembantu Pelaksana Harian Kas Daerah;

b, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kapua-s Hulu Nomor
821 .22i05 ;BKS,PSDM-B, 82 1 .27 t06 IBKS/PSDM-B, 821.23 toT tBKs/psDM dan

82l.24r08iBKSlPSDM-B, tanggai 12 Juni 2019 tentang Pengangkatan pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga

teqadi perubahan nama dalam jabatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Kapuas Hulu;

c. bahwa berdasarkan penimbangan sebagairnana dimaksud huruf a dan b di atas

perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Kapuas Hulu.

l. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang

Dantrat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat tr di

Kalirnantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai

Undang - Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (lembar

Negara Republrk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2004 tentang Pemcriksaan pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik tndonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4a00);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenang Perimbangan Keuangan antara

Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201:t Entang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan

Peraruran penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang

Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 lahun 2014, tentang Pemerintah

Daerah (Lampiran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );

7. Peratuan Pemerinah Nomor 58 Tahun 2O)5 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah ( Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tenang Perubahan atas

Peraturan lvtenten Dalam Negeri Nomor I 3 Tahrm 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kaprr"s Hulu Nomor l0 Tahun 2009 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerahl

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kap"n< Hulu No.7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

ll. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2017 tentaag

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dac.rah Tahun Anggaran 2018;

12. Peraturan Bupati Kabupat€n Kapr,as Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu;

13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lahun Anggaran 2019.
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MEMUTUSKAN:

Lampiran dalam Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 12

Tahun 20 l9 di ubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tak erpisahkan dari keputusan ini,

Kepurusan ini mulai berlaku pada tanggal di etapkan ,

Ditetapkan di : Putussibau
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Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 l01l

Daerah
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Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretans Daerah Kabupatcn Kapu,s Hulu di Putussibau;

2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPAI.A BADAN KEUANGAN DAERAH KABTJPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 16 TAHUN 2019

TENTANC

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN

20I9, TENTANC PENLNJUKAN PE'ABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT

PENAT.ALiSAHAAN KEUA\GAN, PEJABAT PELAKSANA HARIAN KAs DAERAH, PEI\4BANTLI

PFJABAT PENA]"AUSAHA.{N KEUANGAN, PEMBANTL] BEND.A}TARA PENERIM,A.AN,

PEMBANTI- BENDAHARA PENCELUARA),I, PEMBANTU PELAKSANA HARIAN KAs DAERAH

PADA BADAN KEL'ANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHLN ANGCARA,N 20I9.
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Rudy Kumiawan. SE, Msi

JABATAN POKOK
I
I JABATANDALAM

PENATAUSAI{AAN KEUANGAN

Kepala Bidang Pendapatan Pejabat Pelalsana Tekni s Kegiatan,

Bidang Pendapatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Kepala Bidang Akuntansi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Bidang AL-untansi

Jeki, SE, V,Ec, Dev Kepala Bidang Aset

Daerah

Sabinus Bej i, SE Kepala Subbag Program Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatarl

Seketariat

6 Kepala Subbag

Keuangan

Pej abat Perntausahaan Keuangan

Kepala Sub Bidang

Kas Daerah

8 Ratnawatr, SE Pelaksana Subbag

Keuangan

Pembantu Pejabat Penatausahaan

Keuangan

9 Syahdi Yusniar Pelaksana Subbag Keuangan Pembantu Bendahara Penerimaan

Ernie J uUanty Pelaksana Subbag

Ketungan

Pembantu Bendahara Pengeluaran

ll Sumrdi Pembanfu Bendahara Pengeluaran

Suhrdiman Pelaksana Anggaran dan

Perbendaharaao

Pembantu Bendahara Pengeluaran

Mardhiyyati. A.lvld Pelaksana Bidang

Akuntansi

Pembantu Bendahara Pengeluaranl3

Wandrdi. SE Kepala Bidang Anggaran

dan Perbendaharaan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Bidang Aset Daerah

Sy. Normayati

Muhammad Sahri Pejabat Pelaksana Harian Kas Daerah

Pelaksana Subbag

Keuangan
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Jumadi. S.STP

Keuangan Daerah

Y'aOvasHuht,/&.

Pembina Utama Muda

NlP. 19650910 199303 I 011

Pelaksana Bidang

Aset Daerah

Pembantu Bendahara Pengeluaran

Pembantu Bendahara Pengeluaran

Pelaksana Subbid

Kas Daerah

Yuns Liduan Pelaksana Bidang Pendapatan

Andreas Anjas , S.AK Pelaksana Harian Kas Daerah
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